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Penelitian ini membahas strategi pemberdayaan hukum dalam konteks 
pengelolaan wisata pemandian air panas di Desa Nyelanding. Dengan latar 
belakang meningkatnya kunjungan wisatawan dan kompleksitas isu hukum 
yang terkait, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan 
kepatuhan hukum dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Metode 

   penelitian yang digunakan melibatkan analisis literatur terkini, studi kasus, dan 
wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian 

Keyword: 

Kepatuhan hukum 
Keamanan hukum 
Pengelolaan wisata 

mengidentifikasi beberapa tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan 
wisata pemandian air panas, termasuk masalah keamanan, hak-hak 
masyarakat adat, dan peraturan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini 
menyarankan pendekatan pemberdayaan hukum yang holistik melibatkan 
penguatan peraturan, penegakan hukum yang efektif, dan keterlibatan aktif 
masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal, memberikan wawasan yang 
berharga tentang dinamika dan kebutuhan setempat. 
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Pendahuluan 

Latar belakang pariwisata Desa Nyelanding mencerminkan salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat 
yang menggabungkan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal (Sugiama, 2011). Desa ini memperoleh 
daya tarik unik dari Wisata Pemandian Air Panas, yang menjadi aset potensial untuk pengembangan destinasi  
wisata. Pariwisata di Desa Nyelanding memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011). 

Penegakan hukum di kawasan pariwisata Desa Nyelanding menghadapi berbagai kendala, seperti tindak  
pidana pencurian, pengrusakan, pemerasan, dan penipuan yang merugikan masyarakat dan wisatawan 
(Mulyadi, 2007). Meskipun begitu, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, minimnya sarana 
dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam upaya penegakan 
hukum tersebut (Mulyadi, 2007). 

Pemandian air panas di Desa Nyelanding menjadi daya tarik utama, sejalan dengan penemuan pemandian 
air panas Toya Bungkah di Bali yang bersumber dari Gunung Batur (Suarmadi et al., 2018). Keunikan 
pemandian air panas di Desa Nyelanding, serupa dengan Pemandian air panas Penatahan Tabanan di Bali, 
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melibatkan khasiat kesehatan, di mana kandungan belerangnya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai 
penyakit kulit (Wiryatama & Andiani, 2018). Maka, upaya pemberdayaan hukum dalam pengelolaan 
pariwisata Desa Nyelanding menjadi krusial untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum serta 
mendukung pertumbuhan wisata yang berkelanjutan. 

Rumusan masalah menjadi kunci untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Wisata 
Pemandian Air Panas Desa Nyelanding dan menyoroti urgensi peningkatan intensif dalam pengelolaan 
tersebut. Pemberdayaan hukum diangkat sebagai solusi, yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan 
kesadaran hukum, pengetahuan hukum, dan keterampilan hukum masyarakat sehingga mampu 
menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri (Nansi, 2022). Rekonstruksi konsep pemidanaan di 
Indonesia juga menjadi pertimbangan penting, mengingat aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang 
harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia (Harkrisnowo, 2003). 

Pengelolaan wisata menjadi aspek krusial dalam pengembangan pariwisata, karena berkaitan dengan cara 
mengatur dan mengelola sumber daya pariwisata agar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat  
(Sugiama, 2014). Seiring dengan itu, tindak pidana kekerasan seksual yang dapat merugikan korban secara  
fisik, psikis, dan sosial juga menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks pariwisata Desa Nyelanding 
(Sari et al., 2023). Perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi korban menjadi aspek kritis yang 
perlu dihadirkan melalui peningkatan pemberdayaan hukum dalam pengelolaan destinasi pariwisata ini. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas upaya pemberdayaan hukum dalam pengelolaan 
Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding dengan fokus meningkatkan keamanan dan kepatuhan 
hukum. Sejalan dengan itu, tujuan spesifik mencakup menarik minat wisatawan dan memaksimalkan manfaat  
wisata. Pemberdayaan hukum, sebagaimana diterapkan dalam berbagai konteks, telah terbukti berhasil 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif seperti budidaya ikan lele (Santi et al., 2019) dan 
pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam setempat untuk perempuan di daerah pedesaan (Karwati, 
2017). 

Selain itu, kebijakan liberalisasi pariwisata di Indonesia dan isu-isu seperti cyberbullying serta ujaran 
kebencian di media sosial juga menjadi perhatian dalam mengarahkan tujuan pemberdayaan hukum ini. 
Misalnya, mengevaluasi dampak kebijakan liberalisasi pariwisata (Widiatedja, 2011), menyoroti perlunya 
perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying (SAT et al., 2016), dan menangani ujaran kebencian 
melalui kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi (Azhar & Soponyono,  
2020). 

Siska Damayanti (2021) juga memberikan perspektif hukum pidana Islam terhadap rehabilitasi anak 
pecandu narkoba, menciptakan sinergi antara aspek medis dan konseling. Kesemua tujuan ini mendukung visi  
pengelolaan wisata Desa Nyelanding yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang 
mengakar pada keadilan dan keberlanjutan. 

 
Literature Review 

Literature Review ini bertujuan untuk mendalam tentang peran hukum pidana dalam pengelolaan pariwisata,  
khususnya di Desa Nyelanding. Seiring dengan itu, relevansi literatur terbaru akan difokuskan pada keamanan  
dan kepatuhan hukum dalam konteks pariwisata. 

Pengelolaan Pariwisata di Desa Nyelanding Pariwisata di Desa Nyelanding didefinisikan sebagai bentuk  
pariwisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal dalam  
pengembangan destinasi wisata (Sugiama, 2011). Potensi desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan melalui  
pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011; Santi et al., 2019). 

Namun, tindak pidana di kawasan pariwisata Desa Nyelanding, seperti pencurian, pengrusakan, 
pemerasan, dan penipuan, dapat merugikan masyarakat dan wisatawan (Mulyadi, 2007). Penegakan hukum 
di kawasan ini menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antaraparat penegak hukum, minimnya 
sarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Mulyadi, 2007). Oleh karena itu, perlu ada perhatian 
khusus terkait aspek hukum pidana untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Desa Nyelanding. 

Pemandian Air Panas Sebagai Daya Tarik Wisata Pemandian air panas di berbagai desa, seperti Toya 
Bungkah dan Penatahan Tabanan, memiliki daya tarik wisata yang unik (Suarmadi et al., 2018; Wiryatama &  
Andiani, 2018). Kedua tempat ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan,  
dengan Toya Bungkah menonjolkan keunikan air panasnya dari Gunung Batur (Suarmadi et al., 2018) dan 
Penatahan Tabanan dengan khasiatnya untuk kesehatan kulit berkat kandungan belerang yang tinggi 
(Wiryatama & Andiani, 2018). 
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Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Pemberdayaan hukum di sini didefinisikan sebagai 
suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan hukum, 
dan keterampilan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri (Nansi, 2022). Dalam 
konteks ini, pemberdayaan hukum dapat membantu masyarakat Desa Nyelanding untuk mengatasi sengketa 
dan meningkatkan kepatuhan hukum, sejalan dengan kritik terhadap proses legislasi dan pemidanaan di 
Indonesia yang kurang berorientasi pada keadilan (Harkrisnowo, 2003). 

Pengelolaan Aset Pariwisata dan Perlindungan Hukum Pengelolaan aset pariwisata memiliki dampak 
penting pada pengembangan pariwisata secara berkelanjutan (Sugiama, 2014). Di sisi lain, isu kekerasan 
seksual dalam pariwisata membutuhkan perhatian hukum yang serius, seperti perlindungan hukum bagi 
korban pelecehan seksual (Sari et al., 2023). Kekritisan melalui kritik terhadap ketiadaan undang-undang 
khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual menyoroti perlunya undang-undang yang lebih efektif 
dan komprehensif dalam melindungi korban. 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Berbagai Konteks Pemberdayaan masyarakat, baik melalui budidaya 
ikan lele (Santi et al., 2019) maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di pedesaan (Karwati, 2017),  
menjadi relevan untuk dikaji. Hal ini mencerminkan potensi alternatif pemberdayaan di Desa Nyelanding 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. 

Isu-isu Kontemporer dalam Pariwisata Kebijakan liberalisasi pariwisata di Indonesia (Widiatedja, 2011) 
dan isu-isu kontemporer seperti cyberbullying (SAT et al., 2016) serta ujaran kebencian di media sosial (Azhar 
& Soponyono, 2020) menambah kompleksitas dalam konteks pengelolaan pariwisata. Kritik terhadap 
kebijakan liberalisasi pariwisata memunculkan pertanyaan tentang dampak sosial, budaya, dan lingkungan  
yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. 

 
Metode 

Metode pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas Desa Nyelanding yang 
bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum melibatkan beberapa langkah yang 
terperinci. Penelitian ini merinci metodenya dengan merujuk pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan pariwisata lokal berbasis konservasi alam dan budaya, seperti yang dijelaskan oleh Sugiama 
(2011). Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus, seperti yang diungkapkan oleh Andrianto dan Sugiama (2016). 

Selanjutnya, penerapan metode pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan dengan 
melibatkan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Penyuluhan hukum di Desa Nyelanding dapat disusun 
berdasarkan pemahaman bahwa penyuluhan hukum merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat tentang hukum, 
sebagaimana dijelaskan oleh Jiwantara, Hasanah, dan Lukman (2023). Dalam konteks ini, metode 
penyuluhan dapat mengadopsi berbagai pendekatan seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sebagaimana 
diimplementasikan dalam Sekretariat Kantor DPC Peradi Mataram-NTB. 

Selain itu, pelatihan dalam penelitian ini dapat merujuk pada metode pelatihan kurikulum merdeka belajar 
bagi guru sekolah dasar, sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Lukman (2023). Pelatihan dilakukan dengan 
metode presentasi, simulasi, dan evaluasi, guna memberikan pemahaman kepada pihak terkait tentang aspek- 
aspek hukum yang relevan dengan pengelolaan wisata pemandian air panas Desa Nyelanding. 

Dengan merinci metode ini, diharapkan pemberdayaan hukum dapat dilaksanakan secara terencana dan 
efektif. Upaya ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal 
dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal, sebagaimana dikemukakan oleh 
Sugiama (2011). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding mencakup 
presentasi temuan dan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan  
hutan konservasi bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat  
(Runggandini, 2021). Dalam konteks ini, peran serta masyarakat adat tidak hanya sebagai objek tetapi juga 
subjek dengan hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan (Mulyadi,  
2010). 
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Pada pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Cipasung, partisipasi aktif dari pemerintah, 
akademisi, swasta, dan masyarakat melalui tahapan identifikasi potensi desa, pembentukan kelompok 
penggerak, pelatihan, dan evaluasi menjadi kunci pemberdayaan (Ingkadijaya, 2020). Dampak pengembangan 
pariwisata di Kali Adem memperlihatkan perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata 
pencaharian, dan pendapatan masyarakat (Surwiyanta, 2010). 

Pada pemandian air panas Toya Bungkah, upaya peningkatan kunjungan wisatawan perlu memperhatikan 
keamanan dan kenyamanan, serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan 
(Suarmadi et al., 2018; Wiryatama & Andiani, 2018). Untuk menyelesaikan permasalahan, metode 
pemberdayaan melibatkan penyuluhan dan pelatihan dengan Pokdarwis, sejalan dengan prinsip-prinsip 
pemberdayaan masyarakat (Jiwantara et al., 2023; Hamid & Lukman, 2023). 

Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding memiliki 
dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pariwisata di lokasi tersebut. Analisis mendalam terhadap 
pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan konservasi, seperti yang diteliti oleh Runggandini 
(2021), menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kearifan lokal memberikan manfaat ekologis, ekonomis,  
dan sosial. Hal ini konsisten dengan temuan Mulyadi (2010) yang menekankan bahwa pemberdayaan 
masyarakat adat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam 
pengelolaan. 

Penerapan konsep pemberdayaan dalam pengelolaan Desa Wisata Cipasung, Kabupaten Kuningan, 
seperti dijelaskan oleh Ingkadijaya (2020), menunjukkan bahwa melibatkan berbagai pihak, termasuk 
pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas kelompok penggerak 
pariwisata. Namun, Surwiyanta (2010) juga menyoroti dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata,  
termasuk perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata pencaharian, dan pendapatan 
masyarakat. 

Pengelolaan Pemandian Air Panas Desa Nyelanding perlu memperhatikan aspek keamanan dan 
kepatuhan hukum. Suarmadi et al. (2018) menunjukkan bahwa kurangnya keamanan dan kenyamanan dapat 
menghambat perkembangan destinasi wisata. Wiryatama dan Andiani (2018) menegaskan bahwa peran 
pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting untuk menjaga 
keamanan dan kenyamanan mereka. 

Dalam konteks hukum pidana, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan 
kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah hukum pidana 
sehari-hari (Harkrisnowo, 2003). Hukum progresif, seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo (2005), 
merupakan alternatif paradigma hukum yang bersifat preventif, restoratif, dan transformatif. 

Dalam pengelolaan hutan adat, keterlibatan masyarakat hukum adat dapat dianggap sebagai bentuk 
pemberdayaan (Laea, 2019). Di bidang hukum pidana, tindak pidana cyber bullying dan kejahatan ekonomi 
seperti korupsi memerlukan perhatian serius (Ihkam, 2020; Setiadi & Yulia, 2010). 

Pentingnya regulasi hukum dalam mengatasi ujaran kebencian di media sosial dan tindak pidana seperti 
pelecehan seksual verbal juga harus ditekankan (Azhar & Soponyono, 2020; Alhakim, 2021). Penegakan 
hukum yang tegas dan proporsional terhadap praktik perjudian berkedok permainan anak-anak juga menjadi 
kunci untuk melindungi kepentingan umum (Effendi, 2018). 

 
Simpulan 

Dapat disimpulan bahwa penerapan hukum yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan 
keamanan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum yang tegas, sebagaimana dipaparkan dalam berbagai  
penelitian, menunjukkan pentingnya tindakan yang proporsional terhadap korporasi dalam kasus korupsi dan  
perlindungan bagi korban amuk massa. Kekuatan hukum pidana adat dan upaya integrasinya ke dalam 
hukum nasional mengindikasikan keberagaman dan kebutuhan pembaruan hukum di Indonesia. 
Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan 
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor krusial dalam menjaga kelestarian 
lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi. 
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